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BUPATI BANYUWANGI 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 25 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 14 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN DANA DESA 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUWANGI, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu dilakukan 
perubahan tentang tata cara pengalokasi besaran Dana Desa 

bagi setiap Desa sesuai dengan peraturan dimaksud; 

  b. bahwa untuk menentukan besaran alokasi Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

secara merata dan proporsional, perlu diatur indikator yang 
menjadi pedoman dalam menentukan besaran alokasi Dana 
Desa secara transparan dan akuntabel; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Banyuwangi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis 
Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagi Setiap 
Desa Di Kabupaten Banyuwangi. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

7.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; 

9.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 5539); 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011; 

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa;  

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa; 

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 

24.  Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Banyuwangi; 

26. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANYUWANGI NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN DANA 

DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN 
BANYUWANGI. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 

tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di 

Kabupaten Banyuwangi diubah pada: 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Berdasarkan alokasi besaran Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD 
Kabupaten, Bupati menetapkan besaran Dana Desa setiap desa setiap tahun 
anggaran; 

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara 
berkeadilan berdasarkan: 

a. Alokasi dasar; 

b. Alokasi yang dihitung berdasarkan indikator. 

(3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung 

berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 
90% (sembilan puluh perseratus) dari alokasi Dana Desa; 

(4) Alokasi yang dihitung berdasarkan indikator sebagimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah, 
angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis; 

(5) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah, dan tingkat 
kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan 
bobot: 

a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa; 

b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan; 

c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah desa; 

d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis. 

(6) Besaran Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

W  = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) 

Keterangan: 

W = Dana Desa setiap Desa. 

ZI = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa 

kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk 

miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa 
kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang 
bersangkutan. 

(7) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian yang berwenang 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

statistik atau data lain yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. 

(8) Besarnya pengalokasian Dana Desa setiap tahun untuk tiap-tiap desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Bupati. 
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2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan 
secara bertahap pada tahun angaran berjalan dengan ketentuan: 

a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus); 

b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); 

c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus); 

(2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

 

 
 
Ditetapkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 22 Mei 2015 
 

BUPATI BANYUWANGI, 
 

Ttd. 

 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 

 
 
Diundangkan di Banyuwangi 

Pada Tanggal 22 Mei 2015         
 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BANYUWANGI 
 

Ttd. 
 
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. 

Pembina Utama Madya 
NIP 19561008 198409 1 001 

 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 25 
 

 


